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Abstract

One of the potentialrevenuesof the Republic ofled@s most
substantialat the present timeisTax. With taxIndaatefinancingallactivitiessuch
assubsidizingeducation, health and infrastructuredi@pmentfasisilitas,
umunelection, foreigndebt, and so on. Increaseétsgemuesis emphasizedthe
Government.

TaxationLawsRulesand regulationsare  stillundersu@gonby the
Ministryof Justice andHuman Rights withthe openadioimplementationby the
DirectorGeneral ofTaxationin terms of bothformal damaterial law. For
theoverseethis acceptance, it is necessary topamgddlegislationis clear,
unequivocaland there is nooverlapping, sowajiptaxExpayers canmore
obedient, anda sense ofjusticehashighaccountabiitityay indirectlyincrease state
revenueandtheauthoritytoenforce thelaw.

The research method used by the authors in theisBgan of this thesis, is
the normative research methods, which outlines wimatapplicable tax law is in
conformity with the norms of other formal legal

In fact in the Tax Courts in accordance with theu@mf Tax Law No. 14
of 2002, still there is a trial going on in pseu@irector General of Taxes, in
which decision-making is not only a clear, strafghvard, and not firm. So there
is still a lot of doubt on the decision. Applicati®rocess at Director General of
Tax Objection still embrace the element of lacjusfice, costly, time is not erratic
decisions. While in the Tax Act are mentioned 6r(six) months in the making.

According to the Tax Act No. 28 of 2007, Article @6the Director
General of Taxes may also decide to reduce, caroactcel or eliminate penalties
and interest and administration of tax assessmestidd. As for the decision
process of determining the tax to be paid, so thetroourt in the Director General
of Taxes.Courts are decided in accordance withTidpe Court Act No. 14 of 2002,
is the principal authority under the power of thediciary, can run with the
principles of the judicial process, which is lowstdfast and fair. With the recent
reform Tax Courts embrace principles Cheap, Fastp& and Fair.

Description of the research that has been condutigdhe author, the
writer suggesting that the Implementation AuthobBliyector General of Taxes on
Tax Reduction and annulment According to ArticleoB&aw No. 28 of 2007 on
General Provisions and Tax Procedures should bésadweliminate.

Keywords : The authority of the Director Gealeof Taxation
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A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketigalndang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tdea Perpajakan
(selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajakfititsikan sebagai berikut;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yargtang oleh orang pribadi
atau badan yang berisfat memaksa berdasarkan unddagg, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunamkak keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kata-kata “bersifat memaksa” dan “tidak mendapatkabalan secara
langsung” yang ada dalam definisi tersebut, merkkaju ketidaksimetrisan
hubungan antara negara dan masyarakat (dalamihaérimbayar pajak). Padahal
saat ini wacana untuk mengkonstruksi ulang defimpalak semakin kuat,
khususnya terkait dengan “kontraprestasi” atau lamaang harus diberikan
negara atas pajak yang sudah dibayar oleh pempayaf  Negara memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapathkeatan secara langsung
dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarnya kemakmuran
rakyat. Keperluan negara disini dapat membayar fearakewajian terhadap luar
negeri, belanja rutin negara dan non rutin negéfajib pajak (pembayar pajak)
tidak mendapatkan imbalan langsung dari negaraisiDigin negara bersifat
memaksa kepada Rakyatnya untuk membayar pajakreSgeais besar ciri-ciri
yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan karena didasadsnndang-undang,

2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontrstasielangsung.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintaaponaupun pemerintah
daerah.

4. Pajak digunakan untuk membiayari pengeluaran-peagah pemerintah
dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akapemjunakan untuk
membiayar public investmeht

! Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tdl88 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengamdhttmlang Nomor 16 Tahun 2009

’Haulla Rosdiana,dan Edi Slamet IriantoPengantar llmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di
IndonesiaRaja Grafindo Persada, 2012,him 1

SAristanti Widyaningsih,Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Miftagh, Alfabeta,
Bandung 2011, him. 2
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Pajak merupakan penerimaan Negara sektor non rgayas paling utama untuk
membiayai segala pengeluaran pemerintah baik hdik maupun non rutin. Dengan
pinjaman hutang luar negara, karena pembiayaanrbleglama era tersebut semuanya
pembiayaan Negara bukan berasal dari sektor Pyggdtk, berasal dari pada pinjaman-
pinjaman Negara maju ,sector sumber minyak h&simi, gas dan sector penerimaan
lainnya seperti hasil keuntungan Badan UsahaMildg&ta, sedangkan untuk kebijakan
sektor Pajak pada masa tersebut belum tersentud seili.

Sejak era reformasi sistem pemerintah keuangah tedeubah total yaitu sektor
pajak merupakan Penerimaan Negara terbesar sanerimaan hasil penjualan minyak
bumi dan gas. Pajaklah hamper 80% membiayai Negagka pembiayaan rutin Negara,
non rutin dan pembangunan sarana dan prasaralaam @Rencana Anggaran Belanja
Negara (RAPBN) sejak tahun 2002 adalah penerimaarPdjak. Untuk tahun ini target
penerimaan pajak menurut Rencana Anggaran Belasgadd (RAPBN) tahun 2013
sebesar 1.192,9 trilium. Penerimaan pajak iniifiecthri Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bang(BHTB), Pajak Penjualan
Rumah dan Tanah, Pajak Penghasilan (PPh), Pajalaniethan Nilai (PPn), bea
cukai,meterai dan retribusi. Adapun perincian piemegn pajak sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun pajak 2009 - 2014

NoJURAIAN 2009 2010 20111 2012
1| Pajak penghasik| 357.400,00 350.958,00 420.494,01 519.965,0(
2| PPN 249.509,00 269.537,0Q 312.110,0 352.950,04
3] PBB 28.916,00 26.507,00 27.682,00 35.647,00
4| BPHTB 7.754,0Q 7.393,09 - -
5| Cukai 49.49500 57.289,00 62.760,04 75.443,00
6| Pajak lainnya 4.273,00 3.851,00 4.200,00 5.632,00
7] Bea masuk 19.160,00 19.570,0 17.902,0( 23.734,00
8| Pajak ekspor 9.336,0 7.633,00 5.107,00 19.199,04

Jumlah 725.843,00 742.738,0Q0 850.255,0 1.032.570,0(
%tase kenaikkan 2,33% 14,48% 21,44%

Sumber Biro Pusat Statistik

Sambungan....
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No.| URAIAN 2013 2014
1| Pajak penghasilan 584.890,00 591.600,00
2| PPN 423.708,00 518.900,00
3| PBB 27.344,0( 25.500,00
4BPHTB - -
5|Cukai 92.004,0( 114.300,00
6| Pajak lainnya 6.343,00 6.000,00
7| Bea masuk 27.003,dJ0 339.001,00
8| Pajak ekspor 31.702,Q0 20.000,00

Jumlat 1.192.994,0( 1.615.301,00
%tase kenaikke 15,54% 35,40%

Sumber Biro Pusat Statistik

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penemmaaak dari tahun ke
tahun meningkat tajam, Karena pajak sumber utamarpeaan negara. Dari Pajak
Negara dapat membiayai pembangunan, seperti biagadidtkan, Biaya
pemeliharaan sarana dan prasarana umun, biaya untirk pembayaran gaji
pegawai-pegawai, dan sebagainya.

Dari hasil penerimaan tersebut diharapkan dapatutapi biaya rutin
atau non rutin belanja Negara, dan pembangunan yEmat berkelanjutan.
Jelaslah hubungan sinergistik antara hukum dancgkbeangat erat sekali tidak
terlepas hukum dan ekonomi, seperti dua sisi uakgn tetapi, ekonomi kurang
dapat bekerja dan melakukan perencanaan dengantd@ia didukung oleh
tatanan normatife yang berlaku, yang tidak lainladdukum. Untuk Indonesia
Keadaan tersebut menjadi lebih tegas lagi karena-Heta dalam Penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatakahwa “Negara
Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkas ktkuasaan belaka”.
Pernyataan yang cukup mendasar tersebut boleh pligaggap sebagai
mengatakan, bahwa “proses ekonomi di negeri inddsar atas hukum, tidak
berdasarkan atas pertimbangan ekonomi befaka”

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bebas kiamajiban luar
negeri, untuk meningkatkan perkapita nasional, M@gara yang berdaulat di
Internasional tidak terlepas hukum harus tegaas jgan adil.

4JM.Keynes, dalam Satjipto Raha§i-sisi lain dari Hukum di IndonesiaKompas, Jakarta, 2009,
him. 21
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Hukum bekerja dengan sempurna, maka secara langsujagli peningkatan
ekonomi nasional dapat merubah kehidupan yand ldga adil, hubungan sinergitstik
anatara hukum dan ekonomi itu dapat dicontohkaralmesuatu kutipan JM Keynes
disatu kalimat the outstanding faults of the economic society Ilnckv we live are its
failure to provide for full employment and its atary and equitable distribution of
wealti dengan cukup mudah kalimat tersebut dapat dikerappada kondisi hukum
sekarang menjadihe outstanding faults of the law society in whighlive are its failure
to provide for the enjoyment of justice, for alldaits artitrary and equitable distribution
of justice>,

Sekalipun hubungan sinergistik antara hukum danmakg tidak dinyatakan
secara positif-eksplisit tetapi haruslah melihat kinnya yaitu prilaku Sumber Daya
Manusia terutama pada aparat-aparat penegakan hukum

Untuk itu mencapai target penerimaan tersebuupmdbnya kerja keras seluruh
aparat pengawasan perpajakan yang jujur, disgittamping itu seperangkat peraturan
Undang-undang perpajakan yang tegas, adil, dgpatdditaati oleh masyarakat.
Antinomi Nilai kepastian dan keadilan yang diinginkoleh wajib pajak atau pembayar
pajak, Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetaipaedangkan jika kata kepastian itu
digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastiaruiuknemiliki arti “perangkat
hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak danjikewasetiap warga Negara
Perangkat penegak pelaksanaan Undang-undang daé&njalamkan tugas, perangkat
dalam pembuat Undang-Undang dan Perangkat dalagawasan didalam menjalankan
Undang-undang itu harus tegas, jelas, dan tanpayadmsur-unsur cela untuk dimasuki
korupsi dalam penyuapan pelaksanaan dalam peketjadok itu para pihak Pembuat
Undang-Undang perpajakan adalah wakil-wakil rakypemerintah, Kementerian
Keuangan serta Direktorat jenderal pajak harusireng mempunyai kekuatan untuk
melawan korupsi.

Dalam kenyataan sehari-hari sekarang bahwa spaphnduk Kantor Pelayanan
Pajak dimana-mana telah meneriakkan untuk memibarsidiri dari prakte penyuapan,
akan tetapi sampai sekarang ini praktek semacagagah sulit untuk menghilangkan
begitu saja.

Negara yang menganut sistem demokrasi Pancasildiham@ajak itu sebagai
kewajiban berwarganegara atau dan menjadi rakyatu sMegara. Melalui kekuasaan
untuk menekan penerimaan Pajak, Kadangkala peaggyéningkatan penerimaan pajak
oleh pejabat berwenang pajak salahkan artikan gedaingkatan pajak. Pajak didasarkan
atas kesepakatan rakyat yang dituangkan dalam dadaitang Dasar 1945 menyebutkan
pada Pasal 23A sebagai berikuajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan Negara diatur dengan undang-undanghdang-undang Dasar 1945 (UUD
1945) yang sudah berubah menjadi pajak itu merupakat memaksa untuk keperluan
Negara dalam rangka untuk membiayai pengerluartm dan non rutin. Negara melaui
kekuasaannya untuk memaksa kepada rakyatnya ummitbayar pajak.

®Ibid him. 23
6 E.Fernando M. Manullang/lenggapai Hukum berkeadilan, Tinjauanan Hukum Kodtzt
Antinomy Nilaj Kompas, Jakarta, 2007 him. 91
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Kekuasaan merupakan peranan penting dalam berupaysuk
meningkatkan penerimaan pajak. Kekuasaan adalatari@man seseorang atau
suatu kelompok untuk mempengaruhi Prilaku sesgatau kelompok lain, sesuai
dengan keinginan para prildkuUpaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
adalah mempengaruhi organisasi-organisasi pengusatuk menerima seluruh
aspirasi-aspirasi itu sendiri untuk meningkatkeengrgimaan Negara. Untuk
sementara, Kekuasaan yang diharapkan dapat memdehgkap dan unsur utama
dalam Negara kekeluargaan itu sebut “kekuasaan lyaik) (benevolent Kurang
Lebih ciri-ciri dari kekuasaan yang demikian ituakh; (1) kekuasaan yang
berwatak mengabdi kepada kepentingan umum,(2) kelamayang melihat kepada
lapisan masyarakat yang susah (3) kekuasaan y#aig semikirkan kepentingan
public, (4) kekuasaan yang kosong dari kepentirsgdayektif, (5) kekuasaan yang
mengasihf Dengan kekuasaan yang baik yang mempunyai aréideemasyarakat
umumnya.Dari kekuasaan inilah baru ditentukan ké&hij-kebijakanjenis-jenis
pajak harus disetor ke negara. Dengan dikeluarkhijdkan jenis-jenis pajak yang
harus dipunggut oleh Negara, Hal ini tentu akan pesrgaruhi kinerja perekonomi
Indonesia secara sistemik dimana akan timbul kaegan beberapa faktor-faktor
ekonomi yang lainnya harus dikorbankan untuk ingkatkan pajak, dengan
tujuan akhir adalah untuk mengurangi jumlah pigandari luar negeri yaitu
upaya meningkatkan Pajak.

Dengan adanya pajak maka terjadilah pemerataatapatan, berkeadilan
sosial. Karena bagi manpu yang akan memberikaridilepada masyarakat tidak
mampu. Asal semuanya kebijakan terjadi bisa berjdéamgan sempurna. Untuk itu
Negara harus mengatur semua kebijakan ini. Nemghakah suatu organisasi dalam
suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi ggasah dan ditaati oleh
rakyatnyd. Negara merupakan suatu perusahaan raksasa besgr besar
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mempengarupad@ kelompok lainnya
dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan.

Untuk meningkatkan keadilan maka Negara harus bgsaupuntuk
meningkatkan penerimaan pajak. Faktor peningkajx@nerimaan Negara dari
pajak bukan hanya semata-mata dari menekan atawaksa wajib pajak atau
pembayar pajak agar dengan sukarela untuk memhmjak itu sendiri. Bila
metoda itu terjadi maka Negara menjadi kriminaljmbgat kesengsaran kepada
rakyat sendiri, ataupun merampas hak asasi manusia.

7 Miriam BudiardjoPasar-dasar limu PolitikGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, him. 18
83atjipto Raharj@p.Cit., him, 75

®Miriam Budiardjo Op.Cit him. 19
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Untuk itu Negara harus menjadi pelayanan yang tsdlkah satu faktor yang
lainnya yang bisa mempengaruhi psikologis agaibwajak atau pembayar pajak untuk
mempunyai niat agar membayar dengan sukarela, tagaya sistem pengawasan. Salah
ssatu faktor-faktor pelayanan yang baik wajib pajtdu pembayar adalah memberikan
pelayanan kepada wajib pajak atau pembayar pajaffatekepastian hukum, kemudah-
kemudahan dalam menghitung pajak untuk membayatirsedntuk itu Negara harus
bisa memberikan pelayanan baik kepada masyataksgndiri.

Untuk meningkatkan pelayanan baik kepada masyaraklatah memberikan
informasi peraturan-peraturan baru, membuat Undswigng yang tegas dan jelas,
memberikan pelayanan antar jemput wajib pajak giembayar pajak, memberikan
berbagai fasilitas umun cukup memadai, selain wiasur-unsur pelayanan tersebut. Ada
salah satu unsur yang paling utama adalah membuodand-undang atau hukum yang
tidak mempunyai ruang untuk mengadakan suap merke@ada oknum pajak atau wajib
pajak itu sendiri, dengan mengunakan pasal-pag&intu,ataupun adanya kolusi antara
wajib pajak atau pembayar pajak dengan pejabatk pggmg berwenang ataupun
sebaliknya. Bila itu terjadi didalam permainan pal@an pejabat pajak ataupun
sebaliknya, maka itu kelemahan-kelemahan yang hdirubah oleh pembuat Undang-
Undang, agar permainan tersebut tidak akan terjadi.

Bila dilihat peraturan Undang-undang perpajakanintionesia sudah cukup
banyak, dan lengkap peraturan-peraturan perpaja@dam tetapi pihak pembuat produk
Undang-undang perpajakan tidak dapat mengatasimedian-kelemahan pengontrolan
dan pengawasan pelaksanaan perpajakan. Kadanggkgmambuat produk Undang-
undang Perpajakan sering membuat peraturan dengambenikan peluang untuk
kepentingan-kepentingan  tertentu, misalnya peluatudg adanya korupsi, dan
penyuapan. Biasanya terjadi pembuat Produk Undadgag atau pembuaat peraturan-
peraturan sudah ada pesanan khusus untuk menitjpksai-pasal tertentu agar dapat
dipergunakan untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisid&) didalam pelaksanaan pasal
tersebut sehari-hari.

Terbongkarnya Penyelewengan oleh Pegawai Pajakitéedberatan dan banding
dari wajib pajak, misalnya yang dilakukan oleh Gaylt Tambunan sebagai Penelaah
Keberatan pada seksi Bidang Keberatan dan Bandikgrdor Wilayah Direktorat Pajak
telah menunjukkan bahwa system yang tengah berjal@amang amat rentan dengan
penyimpangan terlebih dengan minimnya control pemgaratf. Didalam pelaksanaan
yang terjadi di dalam permainan antara wajib paj@ki Pembayar Pajak dengan pejabat
pajak dalam negosiasi pembayaran pajak yang hévagat, adalah dengan mengunakan
pasal-pasal tertentu untuk alasan-alasan tertexgimajib pajak atau pembayar pajak dan
pihak pejabat pajak sebagai payung hukum agar dapagtngkis semua pertanyaan-
pertanyaan yang terjadi tidak inginkan.

10 Marwan EffendyDiskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amrdeim Penegakan

Hukum,Percetakan Referensi, Jakarta ,2011, him 119.
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Meskipun reformasi perpajakan yang pertama dilakukdndonesia tahun
telah berlangsung hamper 25 tahun, namun untularparkalinya, yaitu dalam
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tal®@3 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun salah satl yrsgy akan dikemukan
oleh penulis adalah Undang-undang perpajakan Nagnéahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiteata diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasay86(1) Direktur Jenderal
Pajak karena Jabatan atau permohonan Wajib Pajait’da

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrBsrupa
bunga,denda, dan kenaikan peraturan perundang-gacdaperpajakan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhil&fajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pafektidak benar

Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pagdlagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau suratagee pajak dari hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa;

a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemerikasan;

b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Waijilix.Paj

wnN

Dalam hal ini ditindak lanjutkan dan dipertetaskdembali oleh
Pemerintah, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangamor 8/KMK.03.2013
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusarsi Samkinistrasi dan
Penguér?ngan atau Pembatalan Surat ketetapan RajakSarat Tagihan Pajak,
pasal 2°.

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonarb\Waijjak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisb@sipa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengamtkan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksebtérsdikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenal&bannya;

2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajektidak benar;

3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pagddagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang bdaar; atau

4. Membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil péseain atau verifikasi
yang dilaksanakan tanpa:

a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksdan aurat

pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau

b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembalzddan hasil

verifikasi dengan Wajib Pajak.

Y ihat Susunan dalam satu naskah Undang-Undang néattun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahhdidenan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2009

Y ihat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor &08.2013 tentang Tata Cara Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Penguratga Pembatalan Surat ketetapan Pajak
atau Surat Tagihan Pajak,
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Dari uraian pasal tersebut jadi jelaslah pihak perteh juga ikut mendukung
dengan dikeluarkan Keputusan Menteri keuanangakaNrejabat pajakfifkus)secara
berweenang dengan kuat, dalam hal ini wakil pertarindapat mengurangi atau
menghapuskan surat ketetapan pajak yang dikeluaddaghiri, tanpa adanya pengawasan
ataupun pengontrol untuk membatalkan dengan setaiwpa suatu alasan-alasan tertentu
untuk menghapus ataupun mengurangi kewajiban paak harus dibayar oleh wajib
pajak atau pembayar pajak. Dalam kenyataan seharifang timbul adalah terjadinya
negosiasi-negosiasi kewajiban pajak yang harusydibaleh wajib pajak atau pembayar
pajak, bila ini terjadi meningkat penerimaan adglejabat pajak, bukan lagi Negara.

Dalam upaya proses banding administrasi melalug y&irektur Jenderal Pajak,
maka pihak wajib pajak masih dapat kesempatan umtekdapatkan keadilan dalam
keputusan dalam kewajban perpajakan yang harugatibéntuk itu pihak wajib pajak
(tax payer) atau wajib pajak harus dapat melengkapi segalaabant dokumen-
dokumen ataupun bukti-bukti yang telah ditetapiat Direktur Jenderal Pajak.

Upaya untuk mendapatkan mencari keadilan bagiibwagjak (ax payer)atau
pembayar pajak, dapat melalui proses Badan Pemy@tesSengketa Pajak (BPSP)
menurut Undang-undangperpajakan Nomor 17 Tahun $86g tertera dalam Pasal 2,”
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badallgeajak sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentangnkeia Umun dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undatagrgi Nomor 9 tahun 1994,

Kemudian pada tahun 2002, Badan Penyelesaian &an@lajak (BPSP) telah
digantikan menjadi Badan Pengadilan Pajak halsesuai dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang péifen perpajakan pada tanggal 12
April 2002. Dengan dikeluarkan Undang-undang tansamnaka upaya wajib pajak untuk
mendapatkan keadilan dilakukan melalui prosesgaditan pajak.

Dalam upaya hukum melalui proses badan pengaddpk yang dilakukan oleh
wajib pajak (tax payer) atau pembayar pajak pada umumnya sering mengalami
kegagalan, di samping itu biaya mabhal,tidak jelatam keputusan,berbelit-belit,dan
memakan waktu cukup lama, sehingga wajib pajakktichau melakukan proses
pengadilan pajak. Tanggung jawab penegak hukum fangs tegas, jelas, tidak bersifat
abu-abu, dan mempunyai keputusan arti makna ydagdzerkeadilan dihadapan Tuhan
Yang Maha Esa.

Cikal Bakal kegagalan peradilan ini sebagian bd#akoni aparat penegak hukum
kita yang tidak professional. Kegagalan peradil@inmerupakan kegagalan penegakan
hukum secara keseluruhan yang dapat dilihat dardiko ketidakmanpuaigunability),
dan ketidakmauan(unwillingness) Ketidakmanpuan penegakan hukum diakibatkan
profesionalisme aparat yang kurang, sedangkandketiduan penegakan hukum berkait
masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang dilaknkoleh aparat hukum sudah
menjadi rahasia umurh. Sekalipun itu buka rahasia umun dalam kenyasaari-hari
terjadi tawar menawar antara Wajib Pajak atau Pgambdajak dengan aparat
keputusan ketetapan pajak.

B Amir Syamsuddirintergritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi 8amgacara Kompas

Media Nusantara, Jakarta ,2009, him. 20
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Dalam proses jalan pintas yang sering kali dipeagan oleh Wajib Pajak
(tax payer)atau pembayar pajak, yaitu melalui permohonan untdninjauan
kembali atas surat ketetapan pajak yang telah wdikehn oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, yakni proses banding administfasiDirektur Jenderal Pajak
untuk mendapatkan keadilan sebagaimana semestimgadiharapkan oleh Wajib
Pajak (tax payer) atau pembayar pajak. Dalam undang-undang terseing
menjadi 2 (dua) bagian yang menjadi penegakan hukaitu satu bagian pihak
Direktur Jenderal Pajak itu sendiri yang sudah rekragkan keputusannya dan
Pengadilan Peajak. Proses sebuah keputusan sangmigy sangat merelakan bagi
pihak wajib pajak atau pembayar pajak untuk mend@dualilan, bolak-bolak balik
fakta yang harus dikemukakan. Sebuah keadilan p#ey menimbulkan ketidak
jujursan bagi Wajib Pajak atau pembayar pajak daardt penenggakan hukum itu
sendiri. Dalam praktik, kita temukan banyak pematiyang belum diatur dalam
hukum atau perundang-undangan, atau mesikipun didalr tetap tidak lengkap
dan tidak jelas . Oleh karena itu, peraturan hukamyg tidak ada harus diadakan,
yang tidak jelas harus dijelaskan, dan yang tidaigkap harus harus dilengkapi,
dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hulundayat diterapkan
terhadap peristivanya Dalam pelaksanaan tidak lagi menjadi dua sihga
bertentangan sehingga menimbulkan keputusan yalag tmempunyai arti dan
tidak berwibawa. Tidak lagi adanya terjadi korupsilusi dan nepotisme (KKN).
Walaupun secara explisit kedua Lembaga puncak pebigekeputusan yaitu
Kementeri Keuangan dalam hal ini diwakilkan Direktlenderal Pajak, dan
Pengadilan Pajak seakan-akan memisahkan diri tdédgm kenyataan sehari-hari
masih dibawahi yang sama. Kedua Lembaga dalam taayasehari hari aparat
penengak Hukum masih sering membuka diri penyuapan.

Dari uraian tersebut diatas jelas dalam sebuahtkspn mempunyai dua
lembaga pengambil keputusan, yaitu Direktur JehdRajak dan Pengadilan Pajak.
Yang dmana Badan Pengadilan pajak itu masih dindgdangawasan Eksekutif
atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangamyetdalam sebuah keputusan
yang tidak jelas, tidak adil ,tidak tegas dan timgadih dalampembuat keputusan.
Walaupun secara eksplisit dalam pelaksanaannyarid$etia seakan-akan
prosesnya yang memisahkan dua badan pengambilantukap,tetapi didalam
kenyataan implisit masih adanya sifat memaksa hukumuk mengambil
keputusan memihat kepada Direktur Jenderal Pajaland hal ini Kementerian
Keuangan. Untuk itu Penulis berkeinginan untuk miawni proses Badan
Pengadilan pajak terhadap produk Undang-undangnoNé tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KURNd028 tahun 2007
Pasal 36 disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 ,g#kejuarkan oleh Direktur
Jenderal pajak, terhadap proses pengadilan pajekdibuat oleh pemerintah.

4op cit. him189
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A. Kerangka Teori

Untuk penulisan tesisi ini, maka penulis mencob&ulkirmemberikan gambaran
kerangka teori yang diterapkan didalam aplikasadigin-kejadian sehari-hari, Adapun
kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

a. Grandnormmerupakan syarat transedental-logis bagi berlakisgjuruh tata
hukum. Seluruh Tata hukum positi harus berpedoneara hirarki pada
grandnorm.Dengan demikian, secara tidak langstihg,

b. Sumber hukum sekunder adaledstatements,Restatememerupakan hasil
rumusan ulang tentang hukum. Hukum ini dilakukarreka timbulnya
ketidgkpastian dan kurangnya keseragaman dalammhdlgang ommercial
law).

c. Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Rafbrsampai pada
keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia indiVicheaupakan batu sendi
bagi perwujudan keadilan dalam hukum. Dari siniapiija aspek hukum itu
disusun dalam urutan structural yang dimulai da&adilan, kepastian, dan
diakhiri finalis!’. Secara keseluruhan bahwa hukum yang harus peida
tunduk keadilan, dan kepastian, dari kepastiaalittimbul finalitas hukum, ini
menghindari kewewenang-wenangan.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini adapun objek yang ditelitifolgenulis adalah kaidah-kaidah
hukum perpajakan, hukum-hukum normative dan dabetaksanaan undang-undang
tersebut dilapangan yang terjadi sesungguhnyahdildari metode pengumpulan data
maka data yang diperoleh dapat dibagi dua bagemg pertama disebut data primer atau
dasar-dasarp(imary data)ataubasic data)dan yang kedua dinamakan data sekunder
(secondary datdjDilihat dari metodepengumpulan data.maka data yhperoleh dapat
dibagi dua; Yang pertama disebut data primer atsarddasarpfimary data) ataubasic
data dan yang kedua dinamakan data sekufmgondary data)Dalam penulisan ini
pengolahan data didapatkan dari sebagai berikut:

15 Benard L. Tanttya, Yoan N.Simanjutak, dan Markudage, Teori Hukum, Strategi Tertib
Manusia uang dan Genelia$ Genta Publishing,Jakarta,2011, him. 121
18 salim H.S Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kont&ikar Grafika, Jakarta, 2010,
him. 21

7 Marwan Effendp Cit him132

8 Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukunniversitas Indonesia, Jakarta, 2010,

him.. 11
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1. Data Primer

Yaitu data-data yang langsung diperoleh dari srmbama yaitu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 fAgnritatentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).

2. Data sekunder

Yaitu antara lain, mencakup dokumen-dokumen relsuku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buiarian, berdasarkan
dari pengembangan dilapangan dan seterusnya..Maka gang
diambil dan diolah oleh penulis adalah data yadgkilangsung yang
terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain dari Undang-undanddputusan
pejabat Direktorat perpajakan  yakni seperti Undandang
Perpajakan, Peraturan Pemerintah (PP), Surat Eddeapajakan
(SE), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Keputusaimektur
Jenderal Pajak (Kep-/),dan Keputusan Kepala Ka®layanan
Pajak (No.S./)

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku buku, bahiaiah,
media elektronik, media masa, pendapat-pendapatahhya dan
majalah perpajakan lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa hukum, &abahasa
Indonesia,istilah dan sebagainya.

Dalam penelitian ilmiah, cara-cara pengolahan datdiri dari dua
bagian; data kuantitatif dan data kualitatif. Hei@a kualitatif merupakan
penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigmategi, dan implementasi
model secara Kualitatif, Perspetif, strategi , daadel yang dikembangkan
sangat beragam. Secara Umum dalam penelitian &tiflierdapat hal-hal
sebagai berikut:

a. Data disikapi sebagai data verbal atau sebagi 8esyang dapat
ditransposisikan sebagai data verbal.

b. Diorientasikan pada pemahaman makana baik itu mé&nujpada ciri,
hubungan sistematika, konsepsi, nilai, kaidah, ddostrasi formulasi
pemahaman,

c. Mengutamakan hubungan secara langsung antara peterigan hal yang
diteliti.

d. Mengutamakan peran peneliti sebagai instrumentikinc

¥Basrowi, dan SuwandWlemahami Penelitian KualitatifRineka Cipta, 2008, him. 20
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Untuk penganalisan data tersebut dapat diperjetasiebagai berikut;

a. Dalam pengolahan data kuantitatif yaitu data ybegsi tentang data atau
angka-angka yang terkait dengan pembukuan baiksphaan maupun
wajib pajak perorangan, untuk perhitungan pajakgyharus dibayar oleh
wajib pajak yang dikeluarkan keputusan pejabatkpagktorat,dan ataupun
berupa nilai persentase tarif pajak dari jumlahdpran bruto dan nilai
transaksi akuntansi yang telah dikeluarkan, danotap Keuangan/Neraca
periode yang dilaporakan oleh Wajib Pajak (Pembawsak). Angka-angka
yang telah dikeluarkan ketetapan jumlah yang finasil perkalian nilai
transaksi akuntansi, seperti Pajak Penghasilanl R&8saekerjaan kontruksi
bangunan sebesar 4% dari Nilai kontrak, atau lediikenalkan Dasar
pengenaan Pajak (DPP), tanpa dikenakan Pajak PamamNilai (PPn),
ataupun harga jual wajib pajak, dimaksud termakshdai Pajak
Penambahan Nilai (PPn). Perjanjian-perjanjian dakta notaris untuk
menimbulkan angka pembayaran pajak.

b. Untuk nilai kualitatif, yang dianalisis ialah dayang tidak berupa angka
atau non kuantitatif yaitu merupakan analisa verlarupa data pendukung
pembukuan (akuntansi), Teknik pengumpulan data Ioielgproses
observasi. Observasi merupakan salah satu tekmigymebulan data yang
digunakan dalam penelitian kualitatif. Observagidité dari bermacam-
macam card’Data ini sangat banyak jumlah, ragam dan juga kegnnya
masing-masing, misalnya akta notaris, perjanjiamttak penjualan, order
pembelian,surat keputusan pemeriksaan lapangan kigutusan pejabat
pajak yang telah dikeluarkan kepada wajib pajakeste Surat Keputusan
ketetapan nilai pajak yang dibayar, ataupun kesalgfembukuan sehingga
keputusan harus dilakukan penafsiran nilai pajakgydarus dibayar
berdasarkan norma perhitungan pajak, dan dapat pakan sanksi
administrasi, yakni pencabutan Pengukuhan WajilalPaintuk penerbit
Faktur pajak keluaran atau pajak masukan, Pajalglasiian Penjualan
rumah dan Tanah, peringkatan perjanjian akta-aldtaris, Pajak bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB), FRgamfualan Rumah
dan Tanah dan dokumen yang lainnya terkait dalamulgan ilmiah.Dari
uraian metodologi penelitian, maka penulisan jurital adalah metode
kwalitatif murni.

“Beni Ahmad Saebarlijetode PenelitianPustaka Setia, Bandung,2009 him. 186
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A. PEMBAHASAN

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negargpgding utama dan
selalu diperhatikan pemerintah. Reformasi perpajakargulir-gulir terus
menerus untuk meningkat pelayanan terbaik untuko@gar Pajak. Akhir-akhir
ini sasaran utama oleh Direktorat Jenderal Pajalahdnencari wajib pajak yang
tersembuny{ekstensifikasiflan mengungkapkan laporan pembayar pajak (wajib
pajak) yang tidak jujuintensifikasi).

Adapun sebagai kerangka-kerangka teori untuk psampenulisan tesis
berikut ini, penulis memakai teori-teori sebagailhs:

a. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut olemeHntah Pusat,
termasuk Bea dan Cukai, dan Pajak yang yang dipguoigln Pemerintah
Daerah, menurut Peraturan Per Undang-undanganbgataku®

b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangaieg oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Uituiadang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaitak keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rékyat

c. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara bekdas&ndang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat f{eshale balik
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkam yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum, Menurut Prof.Dr.H.Ro¢t!8namitro,S.H?

d. Tax Planningadalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Waj#paR (WP)
untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapageperan (beban) pajak
yang minimal. Secara teoritisax planning dikenal sebagagffective tax
planningyaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat persghanpajak
(tax saving) melalui prosedur penghindaran pajdkx(avoidance)secara
sistematis, sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffi8&n f*

e. Negara adalah suatu daerah territorial yang ralgathperintah governed)
oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut wlarga negaranya
ketaatan pada peraturan perundangan-undangan npalguasaan (control)
monopolitis dari kekuasaan yang $ah

2l Lihat Pasal 1 ayat 2, Undang-undang Republikedia Nomor 17 Tahun 1997 ntentang Badan

Penyelesaian Sengketa pajak.

2 Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 1, Ugdandang nomor 6 tahun 1983 tentang

ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan sebagaielahadiubah dengan Undang-undang
nomor 16 tahun 2009

Djamaluddin Gade dan Muhammad Gattikum Pajak, Fakultas EkonomiUniversitas
Indonesia,Jakarta, 2011, him. 7
#Arles P.Ompusungguatas Legal Siasat Pajak’Puspa Swara, Jakarta, 2011, HIm 3

BMiriam BudiardjoDasar-dasar limu Politik Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 20dtm. 40
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Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yang membeenang kepada
pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan se®pordan
menyerahkannnya kembali kepada masyarakat mekdun&gard

. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewaflaarah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintateam lkkpentingan
masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peratBerundang-
undangari’

. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Perabriradalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pedatesim negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Wpdadang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1445

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul daldem@iPerpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat lyarwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajiBamding atau Gugatan
kepada Pengadialan Pajak berdasarkan Peraturanndpaegtundangan
perpajakan, termasuk Gugatan atas Pelaksanaan ilp@maberdasarkan
Undang-undang Penagiahan Pajak dengan Surat Paksa.

Gugatan atau sanggahan adalah upaya hokum terpaldsanaan penagihan
pajak atau kepemilikan Barang sebagaimana diatuandaperaturan
perundangan-undang yang bersengKiitan

. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalagkungan a.

Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilditay]id. Peradilan Tata
Usaha Negard.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilak g&a banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WrgjpK?

.Teori Kemakmuran bersama, yang menyatakan bahwaenkagan
masyarakat yang utama adalah kebagian dan kemaknbersama dimana
ketegangan ketegangan sodgbcial tensions)dapat dikendalkikan dengan

26
27

28

Yulies Tiena masrianbengantar Hukum Indonesi&inar Grafika,2004, him 12
Lihat pasal 1 angka 11 Undang-undang Repuhlilonesia Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal.

Lihat Pasal 1 angka 11 Undang Undang Republiohesia Nomor 25 Tahun 2007,
tentang Penamanan Modal.

Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 5 Unddndang Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 12
April 2002 tentang Pengadilan Pajak.

30 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihfk dengan Surat Paksa sebagaimana

31

32

telah diubah dengan undangOundang nomor 19 taHth 20

Moh.Kusnardi dan Harmaly IbrahirRengantar Hukum Tata Negara IndonesiBusat Studi
HukumTata Negara Universitas Indonesia dan SinatiBakartam 2000, HIim. 234

Lihat Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republdoiresia Nomor 20 tahun 2000, tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 18¢htgeBea Peolehan ha katas Tanah
dan Bangunan.
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baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskiaktiberlebar secara
membahayakahn

. Teori Neo — Kantian terbagi dalam dua varians.dpeataliran Marburg yang

memberi perhatian pada penalaran logis (menugikdadlmu alama) dalam
teorisasinya. Kedua, aliran Baden yang cenderungpyeg perhatian pada
nilai-nilai, dan atas refleksi tentang ilmu-ilmulkual®*,

. Schuld adalah kewajiban seorang debitur membayangeutangnya,

sedangkan hafting adalah kewajiban seorang dehitembiarkan kreditur
mengambil harta kekayaaannya sebesar kewajibangssln utangny&.

. Teori Eugen Ehrlich masyarakat adalah ide umum ydagat digunakan

untuk menandakan semua hubungan social, yakni igelualesa, lembaga
social, negara, bangsa, system ekonomis dunidaiesebagainy®’

. Azas territorial adalah adalah azas pengenaan [medtasarkan territorial

adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang ldipedtari wilayah satu
negara®’

. Azas Kewarganeganegaraaan adalah pengenaan pagak dasar status

kewarganegaraan. Misalnya Amerika Serikat. Jadieka&ryang memegang
paspor Amerika akan dikenakan pajak di Amerika @aampelihat apakah
tempat tinggalnya di Amerika atau diluar Nedferi

. Ada dua teori yang membahas tentang keadaan melyaksa

1) Teori ketidakmungkinarifonmogelijkeheid)adalah suatu keadaan “tidak
mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang dipéam

2) Teori penghapusan atau peniadaan kesalgdhdmesigheid van schuld)
adalah teori penghapusan atau peniadakan kesalahaesigheid van
schuld) pada debitur, terhapuslah kesalahan debitur, tetaii ini dikenal
juga sebagadvermactpeniadaan kesalahah.

33

34

35

S.Prajudi Atmosudirdjdjukum Administrasi NegaraGrahali Indonesia,, 2004 him. 30

Benard L.Tanyam, Yoan N Simanjutak, dan Markuslage Teori Hukum Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generasenta, 2012, HIm,123

Wawan Muhwan HaririHukum Perikatan, hukum perikatan dalam IslaRustaka Setia,
Bandung,2009 HIim. 33

3¢Theo HuibersFilsafat Hukum Dalam LintasarGenta,Jakarta,,2010, him. 141

37 Rachmanto SurahmatPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebuah &eng

38

39

.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him .9
Ibid him. 9

Lihat Muhwan HaririHukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalatarts
Penerbit Pustaka Setia, Bandung,2011,.him. 108
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Jenis-Jenis perpajakan

a.

b.

Didalam penggolongan jenis-jenis pajak yang terjdididalam masyarakat
sekarang ini terbagi atas 3 (tiga) golongan setaseyaiut*°

Menurut Sifatnya, terbagi atas dua golongan yakni:

1.

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau tamggpleh wajib
pajak sendiri, dan tidak dapat dibebankan ataumgdhkan kepada
pihak lainnya. Jenis Pajak ini terdiri dari PajaknBhasilan adalah
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan BanguraB)(Rlan Pajak-
pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak kanpang menjadi
pajak.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat &atitkepada pihak
lainnya, seperti Pajak Penambahan nilai (PPn) K&baar, Bea masuk,
bea balik nama, bea materai, dan pajak-pajak yaladx dikenakan
secara tidak langsung.

Menurut sasarannya atau obyek punggutandapat détagi dua golongan

yaitu:
1. Pajak Subyektif adalah jenis pajak yang dikenalepalla Wajip Pajak

pertama-tama yang diperhatikan adalah bagaimanda&saapribadi
wajib pajak (subyektinya), apakah wajib pajak sudemperoleh laba
atau keuntungann. Misalnya Pajak Penghasilan Pasd&terorangan
atau Badang Hukum, Pasal 29 kekurangan pembaydean,pajak
penghasilan pasal 21 apakaha Wajib Pajak penghaséidap bulan
atau setiap tahun sudah melampau atau diatas pelaghidak kena
pajak (PTKP).

Pajak Obyektif adalah jenis pajak yang dikenakangda pertama-
tama memperhatiakan atau melihat obyeknya baikpaekeadaan
perbuatan atau peristiwva yang menyebabkan timbukemajiban
membayar pajak, atau timbul transaksi keuangantdbaoga, Pajak
Penambahan Nilai (PPn), Bea Balik nama dan lainnya.

Menurut Lembaga Pemungutnya atau tempat dapatiditegdua 2 golongan;
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, adaglk gang dipungutan oleh
Pemerintah Pusat, biasanya pajak dipungutan pemerimisalnya pajak
penghasilan. Pajak yang dipungut oleh PemerintanatiaPajak ini berkaitan
dengan adanya otonomi daerah. Biasanya pajak ygomglt adalah Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), reklame, retribusi-resikiaerah, Pajak hiburan,
dan sebagainya.

40

Supranomo dan Thresia Woro DamayaBilku perpajakan Indonesia Mekanisme dan

Perhitungannya Andi Yogyakarta tahun 2005, him. 3
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Untuk melihat lebih dekat mengenai sistem pajakohasia, penulis
membuat diagram klarifkasi struktur golongan damsje- jenis pajak dapat dilihat
pada gambar berikut ini:

Gambar 1
Struktur Golongan Kelompok Pajak

( N
Pengelompok
Pajak
. J
[ ]
( N f N 4 N
Sifatnya Sasarannya Tempatnya
\. J . S \. J
4 N 4 N { N
Langsung Subyektif Pusat
\. J \. J \ J
4 . N ( N a N
Tidak Obyektif Daerah
Langsung
\. J \. J \. J

Sumber: Pengolahan sendiri
Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang dikemdbagi wajib pajak

atau pembayar pajak, berbagai lapis pajak pemhbripiasat dan daerahpun
(retibusi) dikenakan, kadanngkala sistem perpajakasih pengenakan pajak yang
tidak jelas, sehingga bertapa beratnya bagi wajpkpuntuk memikul beban atas
berbagai jenis lapir pajak yang dikenakan. Biayakpani biasanya dikenakan pada
pengusaha-pengusaha atau wajib pajak orang pritzad) mempunyaia kegiata
produksi. Biaya pajak tersebut akan dibebankanda&paasyarakat atau konsumen
sebagai dasar perhitungan harga pokok produksihat@a pokok penjualan.
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Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutngat dfibagi
menjadi 2 (dua) yaitf

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemung@éanadg pada
Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan Blepartemen
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajakap diatur dalam
undang-undang dan hasilnya akan masuk ke AnggasadaPatan dan
Belanja Negara (APBN). Pemungutan pajak ini digamakuntuk
membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pesitgha Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan danMBsarai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungataaa pada
Pemerintah Pendapatan Daerah (DIPENDA). Pajakatagiatur dalam
undang-undang dan hasilnya akan masuk ke AnggasadaPatan dan
Belanja Daerah (APBD). Pemungutan pajak ini digamakuntuk
membiayai rumah tangga daerah.Daerah yang pela&saya dilakukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000rtgntBerubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 hal®97 Pasal 2
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajatadaerdiri dari:
1) Pajak Propinsi, yang terdiri dari:

a. Pajak kendaraan Bermotor (PKB

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Keada di

Atas Air.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah TamahAd
Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan GalianGar C.

g. Pajak Parkir.

“MardiasmoPerpajakan Edisi Revisi 2009, (Jogyakarta: Penerbit Andi, 20GIm. 5
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Dalam sistem pemungutan pajak tidak hanya diaturatas pada
masalahwaktu pungut saja, tetapi juga mengenairkawgan dan tanggung jawab
untuk menghitung serta menetapkan besarnya utajads. p8istem pemungutan
pajak dapat dibagi menjadi 4 (empat), y&ftu:

Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memlewenang kepada
Pemungut Pajak (Fiskus) untuk menentukan besarajgk [yang harus dibayar
(pajak yang terutang) oleh seseorang . Dengamsisienasyarakat (Wajib Pajak)
bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatetdean pajak oleh Fiskus.
Besarnya utang pajak seseorang baru diketahuiaketelanya Surat Ketetapan
Pajak.

Semiself Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mémhbawenang pada
Fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnyak paeseorang yang
terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun W&d#ak menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjaag ynerupakan angsuran bagi
Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemmddada akhir tahun pajak
Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesumgg berdasarkan data
yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mémimsenang penuh
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkaenyetorkan, dan
melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalaramsigti Wajib Pajak yang aktif
sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penenbemarnya pajak yang
terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanget@nkuan yang berlaku.

Withholding System,

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberenang pada pihak
ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yengtang.Pihak ketiga
yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyedor melaporkannya kepada
Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajakktifangsi Pajak Pajak
merupakan momok yang sangat ditakutkan oleh parguysaha, atau orang pajak
pribadi sering terdengar pula bahwa adanya penakaihak petugas pajak dalam
menentukan jumlah ketetapan pajakyang harus dibalgdr wajib pajak atau
pembayar pajak.

*’Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bgnéinesco, 1992, him 52.
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Bila melihat definisi pajak, maka pajak adalah g harta kekayaan rakyat (swasta)
yang berdasarkan undang-undang dan wajib dibeokeim raktyat kepada Negara tanpa
mendapatkan kontra prestasi secara individuat dagslng dari negara, serta bukan
merupakan finalty yang berfund$i:
a. Sebagai dana untuk menyelenggarakan negara, danyaisika ada
digunakan untuk pembangunan.
b. Sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidugosial ekonomi
masyarakat.

Bila dilihat dari fungsi-fungsi pajak sangatlah teg sekali dalam kehidupan
sebagai negara. Pajak bukan hanya sebagai pembipgagerintah, tapi sebagai fungsi
pengendalian sosial. Instrument-intrument yang makahwa pajak pun sebagai fungsi
untuk pengendalian makro ekonomi, alat pengendaiitasi.

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat vitddnd menentukan arah
pembangunan berkesinambungan, adalah kebijakaal. fisebijakan ini dapat membiayai
seluruh biaya pengeluaran rutin dan non rutin perar. Untuk melaksanakan kebijakan
ini, maka salah satu instrument yang harus dilakukalalah menegakkan hukum
berprinsip pajak yang adil, akuntanbilitas, terhudan tegas.

Pemunggutan pajak harus mempunyai landasan hokutok umelakukan
punggutanThe four maxims of Adam Smith Dalam abad ke 18 Adam Smith dalam
bukunya ‘an inquiry into the Nature and Causes of the WealtiNations” (terkenal
dengan nama, Wealth of nations) melancarkan aghagai asas pemungutan Pajak yang
dinamainyalhe four Maxims.

Dalam uraian penulis tersebut diatas, dijelaskamwbaasas keadilan adalah
menyadakan Hukum Pajak harus mengabdi kepada &radiintuk memberikan dasar
keadilan kepada masyarakat, bagi si kaya membesibsitusi kepada si miskin. Pajak
diketemukan beberapa teori-teori sebagai befrkut:

a. Teori asuransiyang menyatakan bahwa tugas Negara adalah melindung
warga negaranya supaya selamat dan aman baik jiewapun harta
bendanya, untuk itu warga tersebut membayar prespieri premi
asuransi, dan pajak dianggap sebagai premi asuransi

b. Teori Kepentinganyang dalam ajarannya maenyatakan bahwa bebak paja
didasarkan pada kepentingan orang-orang termasiikchsgan atas jiwa
beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul yang menyatakan bahwa pajak harus dibayarkan
menurut gaya pikul seseorang, dan harus dibebahiegrada setiap
individual tanpa mempunyai imbalan kembali atasgowan pajak tersebut.

4 Muda MarkusPerpajakan Indonesia suatu pengant&ramedia, Jakarta 2005, him 1
“sSantoso Bortodiharjo FPengantar llmu Hukum Pajal&resco, Jakarta, 1985, him. 25

“Djamaluddin Gade dan Muhammad Gatiekum Pajak Fakulta Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta,2004, him. 11-14
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d. Teori Bakti atau Teori kewajiban Pajak Mutlaggang menyatakan bahwa
karena Negara mengembangkan tugas untuk melindeggnap warganya
maka timbulah hak mutlak Negara untuk memungutkpdggara wajib
memungut pajak, karena rasa keamanan masyarakatediadungi dari
peperangan, dan jajahan merupakan hak setiap diodivi

e. Teori Gaya beli,yang memandang fungsi pemungutan pajak sebadai sua
cara mengambil gaya beli dari rumah tangga masgarakuk kepentingan
rumah tangga Negara dan menyalurkannya kembalidkepaasyarakat
dengan maksud memelihara kehidupan dalam masyarakat

Asas yurisdisebagaiThe second maximenyatakan bahwa Hukum pajak
harus dapat memberikan jaminan hokum untuk mendmaioldietaria kepada
keadilan baik untuk negara maupun untuk Warga aegat® Jakadi pengenaan
tarip pajak dan jenis pajak yang dipungut harusddmarkan undang-undang
mengatur perpajakan, dan bila tidak ada Undangamdaengatur tentang
perpajakan maka negara tidak berhak untuk memupgjak. Atas pungutan
tersebut, kemudian dikembalikan kepada rakyat, kuntnemenuhi semua
kebutuhan setiap warga negaranyesas ekonomisebagaithe third Masim;
menyatakan bahwa pajak mempunyai fundmidgetair” di satu sisi, dan di sisi
yang lain pajak juga digunakan sebagai alat untuknantukan politik
perekonomian suatu negara, yang dikenal sebagajsifutmengatur®’. Di
sinimaksudnya untuk dapat mengendalikan perekomomigalui kebijakan fiscal,
baik memberikan rangsangan pertumbuhan perekonordlatuk mengundang
kepada Investor-investor untuk menginvestasikakanmnusa dana-dana di Indonesia,
dalam rangka dapat menciptkan lapangan kerja, ntesitardevisa negara dengan
melalui kegiatan export.

A. Wewenang pengambilan keputusan Direktur JenderaPajak

Pada umumnya pelaksanaan Pasal 36 Undang-undaegtk@i Umum
dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di dalam praktetkari-hari, sebenarnya
bukanlah kesalahan penerapan peraturan Undang-gintgo dari segi penafsiran
sehingga dapat dimanfaatkan dalam situasi dan &opdda saat itu yang kurang
jelas dari pelaksanaan Undang-undang KUP Pasal &8ehut.Didalam
permohonan pembetulan atau pembatalan penetapak Pajektur Jenderal
mempunyai wewenang penuh sebelum upaya hukum.nggmag Pajak dapat
mengajukan permohonan pembetulan atau penggangjpadé& Pejabat terhadap
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Suraty#aig sejenis,Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksaj Berantah Melaksanakan
Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan,Pengumuatemgldan

“*Djamalubdin Gade dan Muhammad GageCit..him. 14
*'Djamalubdin Gade dan Muhammad Ga@e.Cit .him. 15
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Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbi@nigydapat kesalahan
kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWP,ghmitang pajak, atau keterangan
lainnya. *® Seharusnya Wewenang Direktur Jenderal Pajak halaymt melakukan
sepanjang adanya koreksi, bukan wewenang dire&tteal sangat leluasa.

Untuk kebijakan pemeriksaan Direktur Pajak Jendgvelwenang Penuh untuk
mengambil keputusan. Pada dasarnya semua wajik, ek wajib pajak badan maupun
wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa. Yang toedakan hanya jenis
pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukamanwajib Pajak yang akan
diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemililyang didasarkan pada kriteria objektif
dengan menggunakan beberapa variable terukur dalatm program aplikasi computer.
Sistem tersebut dikenal dengan nasistem criteriayang telah dikembangkan oleh
Direktur Jenderal Pajak selama’ni

Dalam pelaksanaan sehari-hari, sering terjadi gagalfsiran atas Pasal 36. Bunyi
Pasal tersebut, harus memperhatikan penafsirgrertsanenggunakan penafsiran otentik
(authentic interpretatioy) penafsiran hitoris historical interpretatiof,dan penafsiran
sosiologi §ociology interpretationpari semua penafsiran UU atau peraturan yang
dilakukan dengan cara mengkaitkannya dengan pedwmgalm dan dinamika yang terjadi
dalam masyarakat.

Bila dibaca dengan cermat, teliti, secara filosofiPasal 16 Undang-undang
perpajakan, hanya memberikan koreksi terhadapagete pajak yang telah dikeluarkan.

Bukan berarti koreksi adanya penghapusan dan aagupangan atas ketetapan pajak
yang telah dikeluarkan. Tapi pihak fiskus dapat gedimarkan surat pembatalan ketetapan
pajak, akibat kesalahan sendiri yang dibuatnya, aldbat human error bukan akibat
kesengajaan dalam pembuatsurat ketetapan pajakebtgrsdan atau kesalahan
perhitungan pajak. Fungsi Surat Ketetapan Pajelimgsi sebagai berikut:

a. Sarana untuk melakukan koreksi fiscal terhatlajpb Pajak tertentu yang
nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksadnridanenuhi kewajiban

formal dan atau kewajiban materil dalam memenutérkean perpajakan.
Sarana untuk mengenakan sanksi Administrapejsan.
Sarana Administrasi untuk melakukan penagilzgakp
Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajakrda& lebih bayar.
Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yamggieg.>

cooo

Dalam kenyataan sehari-hari, tertangkap oleh ferkibanyakan pihak wajib
pajak (pengusaha kena pajak) bila diberi Surattipssn Pajak (SKP), maka pihak
petugas pajakfiécus) selalu menghubungi ke wajib pajak untuk mencdenja

keluar terbaik, ataupun sebaliknya.Bukan mencdussgang sesungguhnya, tetapi
mencari solusi untuk mengurangi nilai ketetaparalpajang harus dibayar oleh
Wajib Pajak.Dari segi ekonomis, dalam peraturaisaPdersebut tidak efektif dan

8 Nur HidayatPemeriksaaan Pajak, Menghindari dan Menghad&pamedia, Jakarta,

2012 him. 20

Diaz PriantaraRerpajakan Indonesia 2Mitra Wahana, Jakarta , 2012, him. 15
Aristanti Widyaningsih Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind
Map, Alfabeta, Bandung, 2011, him.245
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efisien bagi pihak pertugas Pajéflscus)karena proses pekerjaan berulang-ulang
untuk pemeriksaan pajak data-data yang sama.

Sehingga tidaklah kemajuan dalam proses untuk mekeadilan dalam
penetapan Pajak yang harus dibayar.

Untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang btau hasil dari
keberatan Wajib Pajak jumlah pajak, seharusnyalmedur pemeriksaan kembali
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.Hiakésuai dengan ketentuan
Pasal ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umun dan Cata Perpajakan (UU
KUP) “Direktur Jenderal pajak berwenang melakukameriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dujwdn lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undgegpajakan, Tapi dalam
kenyataan sehari-hari, petugas pajékc(s) hanya mengajak negosiasi dengan
Wajib Pajak untuk mengeluarkan Surat KetetapankPaag baru. Dalam proses
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, tentu plhek petugas pajaffiscus)
dan wajib pajak sudah menyerahkan data-data perahyk@ansaksi-transaksi yang
menimbulkan kewajiban pajak, dan sebagainya. Biilaad dari waktu kesempatan
yang diberikan cukup lama dalam proses terjadipgaerbitan Surat ketetapan
Pajak (SKP). Tidaklah mungkin bisa terjadinyairkein atau kesalahan dalam
pemeriksaan perhitungan pajak, karena dari pihdakgps pajak sendiri sudah
menyediahkan beberapa tenaga ahli dan sistem atgupsedur yang sudah baku
yang dapat diandalkan proses pemeriksaan pajak.

Bila suatu ketetapan pajak yang telah dikeluarkegharusnya dalam
pelaksanaan pihak petugas pajidc(s)tetap menjalankan apapun dalam kejadian
bagi pihak wajib pajak. Karena sewaktu pemerikspajak oleh pihak petugas
pajak, seharusnya pihak wajib pajak telah mengéetapapun jumlah kewajiban
yang telah dikeluarkan, sehingga pihak wajib tefe@ngetahui resiko pembayaran
yang telah dikeluarkan oleh petugas pajak. Direk&nderal Pajak harus memberi
Keputusan atas Permohonan Wajib Pajak dalam jaMyk#tupaling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonajib/APajak. Apabila dalam
jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur desldPajak tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh WajibkRiiEnggapp dikabulkan dan
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputssanai dengan permohonan
yang diajukan’. Tetapi dalam faktanya mengatakan waktu ditentuketebihi,
sehingga memakan waktu lebih dari6 (enam) bulaagkhla ketidak jelas untuk
memutuskan sengketa pajak.

1 Anang Mury Kurniawarl)paya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan

dan Penagihan PajalGraha llmu, 2011, Yogjakarta, him.185
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Pelaksanaan Pasal 36 Undang-undang KUP,sebaikkga dlang lagi, untuk
menghindari hal-hal yang diuraikan tersebut diaBas kejadian-kejadian tersebut terus
menerus dimanfaatkan oleh pejabat pajiskig, maka bisa mengakibatkan kerugian
negara ratusan milyaran dari segi penerimaan. Bakatarif pajak akhir-akhir ini yang
selalu dipermasalahkan oleh pemerintah, yang kkiagiterus-menerus, mengakibatkan
beban bagi biaya masyarakat, dan ataupun darimsisggundang-undangan perpajakan
yang salah. Petugas pajdiskug yang selalu mencari kesalahan bagi wajib pajakjku
mendapat pengurangan pajak ataupun penghapusanDmajgan memanfaatkan undang
undang pajak yang tidak jelas, dan yang sengapatiistafsirkan oleh petugas pajak
(fiscus) dengan para wajib pajak untuk mengambil keputus@ehingga terjadi
korupsi,kolusi, dan nepotisme adanya kekurangarkdaalahan tafsiran Undang-undang
tersebut dimanfaatkan oleh para fiskus, dan wagjakp

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan olelibvPajak untuk mendapatkan
pengampunan/potongan pajak dan penghapusan laindgpat dikabulkan Direktur
Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan untuk cicilan pajak tilan, dengan
perincian pajak yang dibayar tiap bulan.

2. Surat permohonan untuk mendapatkan potongan ajak pang telah
diputuskan.

3. Untuk Permohonan penurunan kelas Standar Indiestaman (SIT) yang
ditetapkan dan Ketetapan Bea Perolehan Hak ateshTBangunan kurang
Bayar (SKBKB).

4. Mengajukan surat permohonan untuk penghapusan dex@a, dan bunga
yang tetapkar’

Apabila pembatalan ketetapan pajak juga dapat ukk atas surat keputusan
keberatan , hal itu sangat aneh karena DirektudetahPajak berarti melakukan kesalahan
bertubi-tubi. Yakni; pertama, pada waktu menerlitkarat ketetapan pajak, kedua, pada
waktu menerbitkan keberatan dan seterusnya. Di isgmfu apabila Direktur Jenderal
pajak mempunyai wewenang membatalkan Surat Keputkisheratan, maka pembatalan
tersebut memandulkan badan peradilan pajak, tarsetmrupakan wewenang  di
Pengadilan pajak maupun peninjuaan Kembali Makah&@ing. Karena perlu adanya
reformasi untuk adakan perubahan Undang-undangjodsgm

Bila terjadi penolakan atau pembatalan keberataug yhajukan Wajib Pajak ke
Direktur Jenderal Pajak, hanya disebabkan da@l&kan hukum formal ataupun hasil
pemeriksaan ulangnya, sehingga Wajib Pajak ditataki dibatalkan atas permohonan
keberatan,maka untuk proses menindak lanjutkas ptnolakan atau pebatalkan
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalataluielipaya proses badan peradilan
pajak. Bila dilihat dari waktu bagi wajib pajakaatpembayar pajak sudah sangat lama
untuk mengambil suatu pengambilan keputusan.

2 Lihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 tahun 1B9¥ndang undang No.20 tahun

2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bamgu
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Untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP Pa&atOirektur
Jenderal Pajak dalanmngka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
permohonan diterima, harus memberi keputusan atasghonan pembetulan yang
diajukan®®, Walaupun didalam ketetapan dalam pasal terséb(dua belas bulan)
atau dengan kata lain setahun. Tapi didalam keagasahari-hari dialami lebih
dari 12 (dua belas) bulan, kadangkala bisa tidakngal kejelasan untuk
pengambilan keputusan.

Kemudian dalam Pasal 16 telah diperbaharui merfadenam) bulan
dalam suatu keputusan ketetapan pajak, Pasal 16.

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur
Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetagak, @urat Tagihan
Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputYsdreratan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Suratputdean
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat KeputusamguPangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Katet@ajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Patdy Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam Ipksenya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitunglan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadgpeypajakan.

2. Direktur Jenderal Pajak dalgangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohongembetulan diterima, harus memberi
keputusan atas permohongembetulan yang diajukanWajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat §1

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimakpada ayat (2) telah lewat,
tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu kegariy
permohonan pembetulan yang diajukan tersebut daodjgabulkan.
Didalam penjelasan menyebutkan bahwa; Apabila danwleh Wajib
Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikaetatgan secara tertulis
mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolal eengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dichpesla ayat (1).

Didalam Undang-undang jelas menyebutkan bahwa d#salat 2, yang
sudah berubah menjadi 6 (enam) bulan, kebiasadandidisa-bisa melebih 12
(dua belas) bulan, banyak alasan ditemukan didatngataan sehari-hari. Hal ini
menjadi suatu ketidak kepastian hukum. Untuk ayatn@nyebutkan adanya
kepastian hukum telah dikabulkan, karena telah watle waktu
ditentukan,didalam penjelesan Undang-undang tetsetadi abu-abu lagi, hal ini
tidak adanya konsistensi di dalam keputusan kedetgmjak. Apalagi terjadi
pemeriksaan ulang terhadap kasus yang sama, kadangkatu ketetapan pajak
dapat dikeluarkan ketetapan pajak tambahan. BeagnHdiaya bagi wajib pajak
atau pembayar pajak untuk mengantarkan dokumenndaedku bukti-bukti, dan
sebagainya kepada pejabat pajak untuk mengambhitiegm.

®  Lihat Pasal 16 Undang-undang Ketentuan Urdam Tata Cara Perpajakan Nomor

16 Tahun 2000
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Biasanya di dalam kenyataan sehari-hari pihak wagilak atau pembayar lebih
diarahkan ke efisiensi dan efektivitas keputusarpagakan. Bila terjadi hal ini maka
sangat lemah di dalam pengawasan penerimaan nefiasamsikan pihak wajib pajak
atau pembayar pajak biisa terjadi kolusi dan kdrupguk mengambil keputusan. Karena
hal ini bisa diuntungkan bagi wajib pajak atau payatv pajak untuk mencoba mengurangi
pembayaran pajak.
Adanya pengadilan semu di mengajukan permohonaer&in atau penetapan
ulang, karena pihak pajak meminta semua bukti-bdktiumen, konfirmasi terhadap
kebenaran dokumen atau data dibawah oleh wajitk pagu pembayar pajak. Biasanya
terjadi penafsiran-penafsiran kurang memihak kepaajh pajak atau pembayar pajak,
semata-mata hanya untuk meningkat penerimaan neugaeaterjadi adanya kolusi dan
korupsi di dalam keputusan ketetapan pajak, kamamak mengeluarkan keputusan
tersebut tidak terbuka untuk umum, hanya semata-mgiara berpihak
berkeberatan.Didalam terjadi sehari-hari pihak lpejpajak tidak ada menguasai keahlian
didalam perpajakan, asal menentapkan suatu keputusa
Dalam praktek, sering terjadi perbedaan pemaharaan perbedaan perhitungan
antar DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan WRgpak atas suatu SKP (Surat
Ketetapan Pajak) dengan Wajib Pajak atas suatu (SKRt Ketetapan Pajak) sehingga
menimbulkan sengketa dibidang Perpajakan, dalaranigk&a negara hukum, dimana
DJIP merupakan salah satu organ Pemerintah yangg riagkup penerbitan SKP
tersebut dilakukan dalam koridor administrasi Nagalpaya yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dalam hal ini adalah menempuh jalur keber4tan

Kurang keterbukaan untuk umun dalam mengambil kesaunt hal ini bisa terjadi
rawan dalam korupsi dan kolusi. Karena di dalaneetan Undang-undang tidaklah
menyebutkan bahwa keputusan untuk umun. Hal imyadaeparuh menjadi Hakim, dan
separuhnya menjadi pemeriksa pajak. Ketidak jelasidgath bisa menimbulkan nisbah
dalam keputusan ketetapan pajak, bisa menimbulkaragkan psikologis bagi
masyarakat umunnya untuk tidak mau membayar pdjatena adanya kelemahan
kewibawaan pejabat pajakiskus)dari suatu ketetapan pajak yang lama, biaya mahal,
kurang efisiensi dan efektivitas keputusan pajaida Draian tersebut diatas, maka penulis
mengambil analisis-analisi sebagai berikut:

a. Waktu untuk mengambil Keputusan ketetapan Pajalingimenguntungkan bagi
wajib Pajak atau pembayar pajak untuk melakukaivitdd usahanya, sehingga
bisa menyebabkan biaya usaha tinggi. Bila terjdajebusaha tinggi, maka bisa
menimbulkan kelemahan pembayaran pajak.

b. Biaya mahal disebabkan waktu untuk mengambil kegamulambat, di dalam
ketentuan Undang-undang lama 12 (dua belas) bkaamidian dirubah menjadi 6
(enam) bulan untuk keputusan. Tetapi didalam pragéhari-hari masih
mengalami kurang efektivitas dan efiisinesi kepatiibiasanya di kenyataan bisa
lebih satu tahun diambil keputusan, karena pihgkba¢ pajak memanfaatkan
situasi timbul.

Marwan EffendyDiskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax AmnBstgam
Penegakan Hukum, Jakarta , 2011, him.181
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c. Surat Ketetapan Pajak yang sudah diputuskan sedilémnudian diadili
oleh sendiri di Badan Drektur Jenderal Pajak sentkrjadi dua kal
mengambil keputusardduble decision makinggatau di dalam istilahnya
adanya keputusan tersebut dimakan sendiri.

d. Tidak adanya Badan berdiri sendiri, untuk mengawasis Ketetapan dan
keputusan pajak, sehingga sangat rawan di daldosikdan korupsi
terjadi didalam tubuh Direktur Jenderal Pajak,

e. Tidak adanya paramenter untuk mendapat keadilanvigip pajak atau
pembayar pajak, bisa terjadi memihak akibat dakartan penerimaan
pajak untuk negara.

f. Adanya Proses Pengadilan semu di Direktur Jend&agk, yang tidak
terbuka umun dan keputusannya bisa menimbulkamn sesttapan kurang
berwibawa.

g. Keputusan Pajak ini tidak merupakan final suatuukégan, karena bisa
berulang-ulang untuk menetapkan kembali atas dggtutusan, kurangnya
kepastian hukum di dalam keputusan pajak.

A. Proses permohonan Banding ke Pengadilan perpajakan

Dengan diputuskan pembatalan atau penolakan kebepgrmohonan
Wajib pajak atau Pembayar Pajak ke Direktur Jehdajak, maka salah satu jalan
untuk proses selanjutnya pihak wajib pajak ataulj@yar pajak masih diberikan
kesempatan yang kedua kalinya untuk menca jiedduar upaya hukum,yakni
melalui proses Badan Peradilan pajak. Pwngadilampa¢ untuk mendapatkan
keadilan. Perspektif sosiologis menjadikan kitaasdshhwa dunia pengadilan pada
umumnya dan hakim khususnya memiliki multidimer®atret dunia peradilan
menjadi semakin jelas. Gambaran yang relative l@pghi akan memudahkan kita
untuk menentukan dari mana kita mulstiafting point)dan kemana kita pergi dan
bagimana pula kita melakukannya. Ini adalah peganyfundamental yang
menjadi dasar dari seluruh kiprah kita dalam dpeiadilart’

Dalam Penengakan hukum, mereka lebih banyak merkakaimata kuda
dalam menyikapi suatu kasus hukum, baik dugaampidzerdata, maupun public,
dan kurang mampu menganalisa sebuah kasus secaadadhingga tidak jarang
kasus perdata dipaksa menjadi kasus pidana ataals&bsus dipaksakan diberkas
meski kurang bukti dan fakta pendukufigukum adalah merupakan salah satu
bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang tdaparfungsi untuk
mengintegrasikan kepentingan anggota masyaraltdhggm tercipta suatukeadaan
yang tertib dan tercapai keadilan. Secara fungkitmkum harus dapat melayani
kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupaeai &esnasyarakatati.

®  Saptjipto Rahardjisi-sisi lain dari Hukum di IndonesiBuku Kompas,Jakarta,

2003, him. 210
Amir Syamsuddin/ntergerita Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polissnd
PengacaraKompas, 2010, him,.48
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Pajak timbul adanya kewajiban atau sejumlah uangnmaadirugikan oleh pihak
wajib pajak atau pembayar pajak,maka timbul semgketjak untuk mendapatkan
keadilan. Maka keadilan bisa didapat melalui prgssgadilan pajak. Sekalipun secara
perdata timbulnya utang seseorang disebatkan adamta perikatan antara para pihak
sementara tidak pernah ada suatu perikatan antgaran dan wajib pajak dalam hal
membayar pajak. Namun dalam hukum pajak, timbulbngag pajak didasarkan pada 2
(dua) ajaran yaitu ajaran materiil dan ajaran formAgaran materiil, yang menjelaskan
bahwa utang pajak timbul karena undang-undang gaatadipenuhiatbestandkejadian,
keadaan, peristiwa) sehingga dengan dipenuhirathestand maka dengan sendirinya
timbul utang pajak, walaupun belum ada Surat KptataPajak (SKPj

Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Banding danpalean pengadilan tingkat
pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutogk&& Pajak. Hal tersebut diatur
dalam Bab Il tentang Kekuasaan Pengadilan Pagers diatur dalam Pasal 31 UU
No.14 Tahun 2002, yaitu:

Pada ayat (1) dinyatakan bahwa, Pengadilan Pajaknpomgyai tugas dan
wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajakiitdglsuai dengan corak, sifat, dan
karakteristik yang dimiliki perpajakan, sehingganmeelukan pengadilan khusus untuk itu.
Kekuasaan ini bersifat administratif, artinya memai lingkup dalam administrasi
negara, tetapi karena penyelesaian sengketa peapajaemerlukan keahlian khusus,
rekruitmen tenaga-tenaga hakim dari orang-orangg yberpendidikan hukum dan
mempunyai keahlian di bidang perpajakan. 2. Pada (@Y, disebutkan bahwa Pengadilan
Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memseugketa atas keputusan
keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peratur@nupdang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam proses peradijalankan oleh Majelis Hakim yang
ditetapkan untuk memeriksa dan memutus sengketak.pajDalam melaksanakan
kekuasaan itu, tugas hakim adalah mempertahantehu&um perpajakan khususnya dan
penegakan hukum pada umumnya serta menetapkanaagadytentukan oleh hukum
dalam menegakkan kebenaran formal (dasar-dasamimyi@) dan kebenaran materiil
(hitungan dalam bentuk (angka-angka). Oleh kardma kedua belah pihak yang
bersengketa harus memberi keterangan/penjelasanasgjur dan apa adanya dengan
lisan maupun tertulis.

%8 Djamaluddin Gade dan Muhammad GaHekum Pajak Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2004,him. 168.
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Untuk saksi ahli pengadilan Pajak lebih tegas d#@sjdi dalam penetapkan, yang
mana sesuai konsepsi hukum yang benar, pas&Bagai berikut:

1. Atas permintaan salah satu pihak yang bersenga&da, karena jabatan,
Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadin dlidengar
keterangannya dalam persidangan.

2. Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaantimaksud dalam
ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak Kilka

3. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah digé&rdgngan patut dan
Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengaerdagan saksi,
Hakim Ketua melanjutkan persidangan.

4. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dipattanggungjawabkan
meskipun telah dipanggil dengan patut, dan MajelEmpunyai alasan
yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaj& tidéang, serta
Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa ketgmandari saksi
dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan paliguk membawa
saksi ke persidangan.

5. Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan giamigta oleh pihak
yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yangimtem
Sesuai pasal 55 ayat 5, bahwa untuk membiayai gldarsakti dikenakan
pihak yang mempunyai ingin membuktikan, kebenacamit dan materil.
Untuk buktinya jelas secara hukum, karena sesudahgrUndang yang
t%(e)zrlaku, yang mana disebutkan dijelaskan dalaml B&saebagai berikut

(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
keterangan para saksi;
pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
(2)Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidakupdibuktikan.
Untuk alat bukti untuk berpekara jelas, harus tsrtudokumen-
dokumen catatan Akuntansi,Surat Penetapan Pajak gieluarkan
oleh Pihak Direktur Jenderal Pajak, surat-suragyamnya dianggap
sah menurut Hukum, Hal ini ditentukan dalam Pa$alSurat atau
tulisan sebagai alat bukti terdiri d&fi:
a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh athadipan seorang
pejabat umum, yang menurut peraturan perundangagada
berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk

oo

*  Lihat Pasal 55, Undang Undang PengadilarkPdganor 14 tentang Pengadilan Pajak
Tahun 2002

8 Lihat Pasal 69 Undang Undang Republik Indzns®mor 14 tentang Pengadilan

Pajak Tahun 2002

®1  Lihat 70 UU RI tentang Pengadilan pajak nofbtahun 2002
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dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristitaa peristiwa
hukum yang tercantum di dalamnya;

b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dendatangani
oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksutikun
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristitaa peristiwa
hukum yang tercantum didalamnya;

C. surat keputusan atau surat ketetapan yang ditarbileh Pejabat
yang berwenang;

d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasukuha,
huruf b, dan huruf ¢ yang ada kaitannya dengan iBgnd
atau Gugatan

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang unpemmjakan Pasal 27

1.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingahkepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatangagbana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1).

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan peagadhusus di
lingkungan peradilan tata usaha negara.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1kalagecara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelag f[zaha 3 (tiga) bulan
sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan ditardpngan salinan
Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluamgeguan permohonan
banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikatelangan secara
tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat KeputuKaberatan yang
diterbitkan

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangk&twaelunasan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayay@),(3a), atau Pasal
25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayatapsaat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bs&gak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrastrupa denda sebesar 100%seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Bgrdikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum méekayakeberatan
Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada(Byalan dalam
Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.

Dalam praktek sehari-hari, untuk proses melaluirjdlukum yakni melalui Badan
peradilan pajak terbuka untuk umun, di dalam paaedah berjalan dengan lancer, Karena
berbagai pihak mengawasi didalam keputusan, meaisa nmaupun masyarakat umumnya.

62

Lihat Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan UdamTata Cara Perpajakan Nomor
28 tahun 2007,
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Dari kronologi timbulnya sengketa Pajak hingga saimpenyelesaian sengketa
tersebut, bisa memakan hampir (satu) tahun, daunnbéhgi termasuk peninjauan
kembali (PK) atas keberatan yang akan diajukan ®&jib Pajak ke Mahkamah
Agung (MA), di mana Badan Peradilan perpajakanpearsaat ini belum ada kejelasan
sejauhmana wewenang dan pertanggung jawaban kepuyasg sudah dikeluarkan
oleh Hakim.

Dalam peraturan perundang-undangan ditemukan lahistiengadilan tingkat
terakhir dan pengadilan negara tertinggi. Istilaéngadilan tingkat terakhi?, ini
menunjuk fungsi pengadilan sebagai judex factiengpdilan yang memeriksa
danmengadili fakta). Dalam hal ini dikenal pringgpngadilan dua tingkat. Tingkat
pertama adalah hakim sehari-hari dan tingkat keatlelah hakim banding. Setiap
perkara yang akan diselesaikan melalui pengadif@melalui jalur litigasi) terlebih
dahulu harus dimasukkan pada pengadilan tingkaamer, tidak boleh langsung pada
tingkat banding. Pengecualian terhadap prinsip adalah pengajuan gugatan
berdasarkan hak prorogasi, yaitu para pihak setatalis bersepakat mengajukan
gugatan langsung pada pengadilan tinggi (pengaditegkat banding. Keberadaan
pengadilan tingkat banding ini tidak didasarkamlgg@emikiran hakim tinggi lebih
superior, lebih pandai, atau lebih teliti daripaobkim tingkat pertama, melainkan
didasarkan pada pemikiran bahwa hakim adalah mandsn sebagai menusia hakim
dapat melakukan kesalahan. Untuk mencegah teymdkesalahan hakim dalam
memberikan kebenaran dan keadilan melalui putysanmaka diadakanlah pengadilan
dua tingkat. Istilah pengadilan negara tertinggasa harfiah ditemukan dalam Pasal 11
(1) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakimang menyatakan bahwa
Maahkamah Agung merupakan pengadilan negara dgrtohari keempat lingkungan
peradilan. Selain secara harfiah, makna pengad#égara tertitinggi juga diatur secara
tersirat, sebagaimana ditemukan ketentuan Paga) 2#hdang Undang Dasar 1945.

Untuk Keputusan keberatan telah diputuskan olely&tan Pajak, maka salah
lembaga tertinggi untuk memutuskan Perkara Perajadilajak hanyalah Makahmah
Agung (MA).

Mengenai prosedur dan tata cara banding, termaestialsdn jangka waktunya telah
ditetapkan di dalam ketentuan UU Pengadilan Pajgerti yang terdapat pada gambar
berikut ini:

8 Lihat Pasal 11 Undang Undang Nomor 4 Tahun4286tang Kekuasaan Kehakiman
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Gambar 5
Proses dan Jangka Waktu Pelaksanaan Banding
ke Pengadilan Pajak

SKPKB atau WP Surat
SKPKBT mengajukan Keputusan
(3 bulan) Surat keberatan Keberatan

(12 bulan) (3 bulan)

PP mengirim Terbanding PP mengirim WP
fotocopy SUB mengirimSUB permintaan mengajukan
Ke WP (30 hari) Ke PP (14 hari) SUBTerbanding Surat Banding

(3 Bulan) (14 hari)

v

WP mengirim PP Persidangan
SuratBantahan mengirimCopy e Banding di PP Putusan
ke PP (14 hari) Surat Bantahan (6 bulani) Banding (12

ke Terbanding)

bulani)

Keterangan:
e Gambar di atas hanya menjelaskan proses bandimgmyamenuhi ketentuan
formal.

+ Jangka Waktu yang tercantum dalam gambar ini ad@algka waktu
maksimal (paling lambat).

* PP = Pengadilan Pajak

*  WP=Waji Pajak Pemohon Banding

» Terbanding = Fiskus (pejabat berwenang yang meinijen Pajak)

e SUB = Surat Uraian Banding.

Bila dilihat dari kronologi yang tergambar tersebutka begitu panjang
proses untuk menyelesaikan suatu sengketa pajakkaamtajib pajak dengan
petugas pajak, dan belum lagi termaksud keputusatarB Pengadilan Pajak lagi,
hal ini sangat melelahkan keputusan. Keputusan guklag pajak merupakan
kewenangan terletak hakim. Kekuasaan kehakimanandakonteks negara
Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdek& uményelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan beroNd Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-bagadilpn penyelenggara
kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraars&akueehakiman, jaminan
kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap aalagh hukum dan dalam
mencari keadilan.dasarkan Pancasila, demi tersgdeagya Negara Hukum
Republik Indonesia.
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Di samping itu bahwa keputusan Badan Peradilan kPaiialaklah
merupakan final dalam mengeluarkan suatu sengkajak,pkarena masih ada
upaya hukum yang dapat dilakukan, yakni melaluiilgaoan kembali. Hal ini
tertera dalam Pasal Pasal 77 (3) Undang-undamgoN&4 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa pihak-pihal p&rsengketa baik wajib
pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat mekaajpermohonan peninjauan
kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Madikagung. Setelah
pemohonan diputuskan oleh Hakim majelis, bersamggaa, ternyata atas
keputusan yang diambil dalam banding tidak seselagan keinginan wajib pajak,
lalu kemudian pihak wajib pajak, mengajukan peniaja kembali (PK) atas
keputusan tersebut ke Makahmah Agung.

Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali, terdigdatm Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ/2003 tggah9 Juni 2003, mengenai
tata cara penanganan peninjauan kembali atas putpeagadilan pajak ke
Makahmah Agung. Adapun alasan-alasan peninjauagbali&kan oleh adanya
ketidakadilan dalam mengambil keputusan. Pihak hwvajpajak dapat
mengemukakan alasan-alasan; bahwa akibat adanyaitandata-data bar, adanya
temuaan data baru untuk membantu mengambil kepuapsbila mengenai suatu
bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertmgkan sebab-sebabnya, dan
terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak isdengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuamopenan peninjauan
kembali dilakukan dalam jangka waktu paling laméi@a) bulan sejak putusan
dikirim.

Untuk hukum acara untuk penyelesaian permohonamjpean Kembali
selengkapnya seusia dengan Undang-Undang Nomor atdinT 1985 tentang
Makahmah Agung sebagaimana terakhir di ubah debgalang-Undang Nomor5
Tahun 2004 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 T&Q0?; permohonan
peninjauan kembali putusan Pengadilan pajak diaajlepada Mahkamah Agung
melalui Pengadilan Pajak. Dari uraian-uraian tarsetiatas penulis mengambil
analisis sebagai berikfit:

a. Pengadilan Pajak merupakan sebuah keputusan latepapak tertinggi,

dan dapat dipercayai oleh wajib pajak atau pembagjaik.

b. Pengadilan pajak lebih terbuka untuk umun, karem@us keputusan
berdasarkan atas Terbuka untuk Umun, dan setiaptisgn mempunyai
hira-hira ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA",

Semua permohonan Keberatan bebas biaya

Waktu pengambilan keputusan tepat pada waktunyeted@adwal,

e. Lebih sederhana, dan cepat,Karena semuanya sudlamgriterisasi untuk
umun dapat melihat, analisis suatu keputusan.

f. Adanya pengawasan keputusan ketetapan pajak.

oo

% Lihat Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pégakor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

92 Jurnal lImiah Akuntansi dan Keuangan



Lebih adil, karena lembaga Badan pengadilan p&jak dibawah lembaga
yudikatif, langsung diawasi oleh Komisi Yudisial.

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Amar putusan tentang sengketa; dan

Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus,anBanitera, dan
keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya phekp

s @

Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan olgtbdeyang berwewenang
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhituegak tanggal diterima putusan. Pejabat
yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajé&mdgangka waktu tersebut
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaiag berlaku. Sangat keras
menjalankan prosess suatu keputusan berkeadilaad&kemasyarak¥bDalam Jangka
Waktu Pengambilan Keputusan Putusan pemeriksagadeacara biasa atas Banding
diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulamksé&ural Banding diterima. Dan
Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gufiatabil dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak Surat gugatan diterima. Sedudang Pengadilan Pajak; bahwa
putusan dapat menolak, mengabulkan, dan membaialkaisan Pengadilan Pajak
sebagai berikut:

(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa;

a. menolak;

b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

c. menambah Pajak yang harus dibayar;

e. tidak dapat diterima;

f. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalatang) dan/atau
e. membatalkan

(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam (&yaidak dapat lagi
diajukan Gugatan, Banding, atau ka$si.

Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam proses peradilpiankan oleh Majelis
Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutesglieta pajak.Dalam
melaksanakan kekuasaan itu, tugas hakim adalah ereghpnkan tata hukum perpajakan
khususnya dan penegakan hukum pada umumnya semttapkan apa yang ditentukan
oleh hukum dalam menegakkan kebenaran formal (dizsar hukumnya) dan kebenaran
materiil (hitungan dalam bentuk (angka-angka). QHatena itu, kedua belah pihak yang
bersengketa harus memberi keterangan/penjelasanasgjur dan apa adanya dengan
lisan maupun tertulis. Untuk amar keputusan pefaadinerupakan esekutorial untuk
pelaksanaan tampa adanya halangan lagi.

% Anang Mury KurniawarQp Cit,him.229
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Upaya hukum terakhir untuk Pengadilan Pajak adsdddth satunya berupa
permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukafsatu) kali kepada
Mahkamah Agung melalui:

a.Pengadilan pajak.
b.Pengadilan Tata Usaha negara, yaitu dalam hal p#eringgal atau
tempat kedudukan permohonan peninjauan kembalik titerdapat

Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukpadie Pengadilan

Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tepat kedndagmohon.

c.Pengadilan negeri, yaitu dalam hal ditempat tinggahu tempat
kendudukan pemohon peninjauan kembali tidak tetdBpagadilan Tata

Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepadaadikmy Negeri

tempat tinggal atau tempat kedudukan pem&hon

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dari hasil uraian yang dipaparkan tersebut pemaiagambil kesimpulan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajakdatnentukan sengketra
pajak melalui pengadilan pajak menurut Undang-Ugdamdang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan Pasal 36 tentangnketn Umun dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Direktur JenderajakP dapat
membatalkan ketetapan pajak, yang diterbitkan #letugas Pajakfiskus),
dengan adanya alasan kesalahan atau keliruan gmmulialam penetapan
hutang pajak kepada wajib pajak. Seharusanya pr&sasbatalan,atau
kekeliruan tersebut harusnya melalui Keputusan &gitegn Pajak.

2. Upaya banding ke Pengadilan pajak tidak dapat reatekan prinsip
berperkara dengan biaya yang murah, cepat dan biagan, karena proses
pengadilan pajak dalam permohonan banding, sangrajash keputusan bisa
memakan waktu cukup lama, dan memakan biaya beshmgga dalam
praktek sehari-hari bahwa Wajib Pajak lebih suk&ahieproses permohonan
keberatan ke Direktur Jenderal Pajak, jika dibagicim dengan melalui proses
pengadilan pajak yang sering berbelit-belit dan ngda ketidak jelasan
peraturan perundang-undangan pengadilan pajak.

7 Anang Mury KurniawanQp.Cit..him. 244
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B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka pgrmakengajukanl saran
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan Bégsahtang Ketentuan
Umun dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 16 Rteal 36, harus
direvisi. Karena ketentuan tersebut berdampak deyheketidak kepastian
hukum, sehingga dalam kenyataan seringkali ketantpasal tersebut
seringkali ditafsirkan berbeda oleh berbagai kadang

2. Untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) pelegaian sengketa dan
kewengan mengadili, seharusnya penyelesaian pepapajakan dilakukan
oleh Kekuasaan Kehakiman, yakni di bawah satu Eapkamah Agung RI.
Direktur Jenderal Pajak hanya diberikan tugas umbgkjalankan peraturan
undang undang perpajakan, dan mengawasi penerirNagara. Untuk
efisiensi belanja negara, memudahkan pengawasan, admr tercapai
tujuannya. Maka sebaikan pengadilan pajak dilebutddam pengadilan niaga.

Alexander Candra adalah Konsultan Pajak di JakinaMahasiswa S3
Universitas Trisakti Jakarta
M. Imam Sundarta adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonom
Universitas Ibn Khaldun
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